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Dalam kontrak kerja konstruksi peningkatan kapasitas jalan batas kota tapaktuan-bakongan/batu hitam Aceh Selatan wilayah
IIâ€“12A, pada Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa, penyedia jasa berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada
tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja, namun dalam pelaksanaannya penyedia jasa tidak
mampu menyelesaikan sampai akhir masa kontrak sehingga terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak oleh
pengguna jasa.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskanfaktorapa yang menyebabkan pemutusan kontrak kerja konstruksi, bagaimana
mekanisme pemutusan kontrak kerja konstruksi dan apa konsekuensi pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak dan
bagaimana proses penyelesaiannya.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan.Untuk mendapatkan data
sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundangâ€“undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku,
artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer
yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden.
Berdasarkan hasil penelitian diketahuibahwa pemutusan kontrak kerja konstruksi terjadi karena penyedia jasa melakukan
wanprestasi dalam melaksanakan pekerjaan, dalam bentuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang
tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Mekanisme pemutusan kontrak kerja konstruksi yang dilakukan adalah dengan
mekanisme penanganan kontrak kritis, berupa show cause meeting tingkat PPK, Satker, Balai hingga Pusat dan penyedia jasa telah
diberikan kesempatan sampai akhir masa kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan namun penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sampai akhir masa kontrak sehingga terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi. Konsekuensi yang timbul akibat
pemutusan kontrak kerja konstruksi yaitu penyedia jasa dikenakan sanksi berupa jaminan pelaksanaan dicairkan, jaminan uang
muka dicairkan dan penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
Disarankan kepada pengguna jasa memberikan sanksi yang tegas kepada penyedia jasa dan telitidalam
mengawasipekerjaanpenyedia jasa. Disarankan kepada penyedia jasa mengikuti seluruh mekanisme pemutusan kontrak dengan
baik. Diharapkan kepada pengguna jasa agar tegas dalam menyelesaikan sanksi, jika terjadi keterlambatan dalam penyelesaian
sanksi maka sebaiknya dikenakan denda atau menyelesaikannya di pengadilan.
